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Book Review

Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang

Azyumardi Azra

Formichi, Kiara, Islam in The Making of The Nation: Kartosuwiryo and
Political Islam in 20th Century Indonesia. Verhandelingen van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 282, Leiden: KITLV Press,
2012, xvii, 244 pp. (map), USD 49.00, paper, ISBN 978-90-6718-386-4

Abstract: Chiara Formichis book, Islam and the Making of the Nation:
Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia (2012), is the
most recent work on Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia (NII). Formichi
perceives Kartosuwiryo and NII as Islamic political movement while discussing the
place of Islam and Indonesian Muslims in the nation-state building. She argues
that Kartosuwiryo movement and NII is the true expression of political Islam
which aims at establishing a federal Islamic state of Indonesia’ by collapsing the
Indonesian state with Pancasila as its philosophical foundation. In her opinion,
the roots of NII political Islam could be traced to the works and political activism
of Kartosuwiryo in Sarekat Islam (SI), the first Islamic national movement in
Indonesia, established in 1911. However, Formichi does not explain why the
ideas, movement, struggle as well as the trial of establishing an Islamic state in
Indonesia failed as confirmed by the experience of Kartosuwiryo and NII.

Keywords: Kartosuwiryo, Negara Islam Indonesia (NII), political
Islam, Islamic state, nation-state building
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Abstrak: Buku Chiara Formichi, Islam and the Making of the Nation:
Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia (2012), ini
merupakan karya paling terkini mengenai Kartosuwiryo dan Negara Islam
Indonesia (NII). Formichi menganggap Kartosuwiryo dan NII sebagai
gerakan Islam politik Indonesia sembari melibat posisi Islam dan peran
kaum Muslimin Indonesia dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia.
Formichi memandang gerakan Kartosuwiryo dan NI merupakan
ungkapan murni Islam politik yang bertujuan membentuk ‘negara federasi
Islam Indonesia’ dengan menumbangkan Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Menurutnya, akar-akar Islam politik NII ini dapar dilacak
melalui tulisan-tulisan dan aktivisme politik Kartosuwiryo dalam Sarekat
Islam (SI), gerakan nasionalis Islam Indonesia pertama yang didirikan
pada 1911. Namun, Formichi tidak memberi jawaban mengapa gagasan,
gerakan, perjuangan dan percobaan pembentukan negara Islam di
Indonesia gagal, seperti terlibat dari pengalaman Kartosuwiryo dan NII.

Kata kunci: Kartosuwiryo, Negara Islam Indonesia (NII), Islam
politik, negara Islam, pembentukan negara-bangsa
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alah satu masalah ideologis dan sekaligus keamanan menyangkut
S Islam politik di Indonesia dalam masa kontemporer—termasuk

‘era reformasi—adalah masih bertahannya sel-sel sisa gerakan
Negara Islam Indonesia, biasa disingkat NII, yang sering juga disebut
sebagai Darul Islam (DI, ‘ranah Islam’ atau Negara Islam ideal. NII
diproklamasikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo (1905-1962)
pada 7 Agustus, 1949 di Cimambang, Jawa Barat.

Meski gerakan NII atau DI telah ditumpas TNI lebih setengah abad
lalu setelah penangkapan dan penghukuman mati Kartosuwiryo pada
1962, sejumlah kelompok dan sel NII dipercayai masih aktif bergerak
di bawah tanah sampai hari ini. Ada dugaan kalangan masyarakat
Indonesia, berbagai kelompok atau sel pecahan NII masih aketif
merekrut kalangan muda Muslim untuk berjuang bagi penciptaan NII.

Juga ada dugaan, mereka terkait atau dekat dengan kalangan
purnawirawan TNI tertentu yang melindungi dan dapat menggerakkan
mereka sewaktu-waktu. Karena itulah sel-sel NII itu ‘hilang-hilang
timbul’ dalam ruang politik dan keamanan Indonesia. Sel-sel NII
tersebut diketahui banyak kalangan telah terekrut ke dalam lingkaran
tertentu militer sejak zaman Ali Murtopo yang merupakan salah
satu ‘tangan kanan’ Presiden Socharto. Mereka kemudian digunakan
kalangan militer untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, yang
pada gilirannya menjadi alasan menjinakkan Islam dan kaum Muslimin
Indonesia secara keseluruhan.

Akar NII

Adalah kenyataan bahwa gagasan dan upaya membentuk NII
terus dan masih menguasai angan-angan segelintir Muslim Indonesia
menjadi bagian pembahasan menarik Chiara Formichi dalam buku
Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam
in 20th Century Indonesia (Leiden, 2012). Inilah karya paling terkini
mengenai Kartosuwiryo dan NII yang—seperti terlihat dalam
judulnya—merupakan gerakan Islam politik Indonesia, bukan semata-
mata gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.

Tak kurang penting bahwa karya ini juga menawarkan pandangan
lain untuk melihat tempat Islam dan peran kaum Muslim Indonesia
dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia. Di samping peran besar
umat Islam Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tetapi juga ada
perlawanan kalangan kaum Muslim Indonesia terhadap Republik
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Indonesia. Pada saat yang sama, tidak ragu lagi Kartosuwiryo dengan
NII-nya merupakan satu-satunya gerakan bersenjata terkuat yang
pernah ada di kawasan ini dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai
negara Islam.

Dalam karya yang dapat dikatakan semacam ‘revisitasi’ (kunjungan
kembali), yang menghasilkan kajian ulang tentang gerakan NII,
Formichi juga membahas tentang wacana dan gerakan NII dalam
masa kontemporer—meski tidak rinci dan cermat. Memang, dalam
masa pasca-Socharto terdapat kecenderungan kalangan Muslim yang
bertujuan pada pembentukan negara Islam untuk melakukan pemujaan
dan idealisasi terhadap Kartosuwiryo; dan ini seolah diwadahi berbagai
media, khususnya televisi.

Kebebasan yang baru ditemukan kembali dengan penerapan
demokrasi memberi ruang gerak sangat besar bagi pemujaan tersebut
oleh kalangan Muslim radikal yang mengidam-idamkan ‘negara Islam
Indonesia’, tanpa ada kekuatan negara yang mampu mengekangnya.
Nampaknya, pemberitaan tentang sel-sel NII merupakan berita besar
yang dapat mengangkat peringkat saluran televisi.

Pengungkapan kecenderungan pemujaan tersebut merupakan
salah satu pembeda karya Formichi dibanding kajian-kajian lebih
awal tentang NII dan Kartosuwiryo—sekali lagi, meski tidak rinci.
Karena itu, kajian Formichi sangat berbeda misalnya dengan buku
yang kini sudah menjadi klasik tentang NII/DI, karya Cornelis van
Dijk, Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia
(1981) yang memandang gerakan NII sekadar sebagai ‘pemberontakan’
pribadi Kartosuwiryo yang kemudian mengembangkannya menjadi
gerakan sosial yang menggunakan Islam sekadar retorik dan teriakan
pemersatu belaka.

Sebaliknya, Formichi memandang gerakan Kartosuwiryo dan NII/
DI sebagai ungkapan murni Islam politik yang bertujuan membentuk
‘negara federasi Islam Indonesia® dengan menumbangkan Indonesia
yang berdasarkan Pancasila. Dia berdalih, akar-akar Islam politik NII
ini dapat dilacak ke tulisan-tulisan dan aktivisme politik Kartosuwiryo
dalam Sarekat Islam (SI), gerakan nasionalis Islam Indonesia pertama
yang didirikan pada 1911 dan mengubah namanya menjadi Partai
Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada 1929.

Sangat aktif dalam SI sejak masa mudanya, karir politik
Kartosuwiryo menanjak cepat ketika sumber-sumber utama melaporkan
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pengangkatannya menjadi Sekretaris Jenderal SI setelah Kongres
SI di Pekalongan pada Oktober 1927. Tetapi, menurut sumber dan
dokumentasi SI lain, Kartosuwiryo mulai menanjak dalam ST ketika ia
aktif menulis dalam surat kabar SI Fadjar Asia.

Artikel-artikel ini mengambarkan pembentukan dan corak ideologi
politik Islam Kartosuwiryo. Ideologinya adalah anti-penjajahan dan
pada saat yang sama menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan
ke depan. Dalam artikel-artikel tersebut ia mengritik keras berbagai
kebijakan pemerintah penjajah Belanda, ketidakadilan sosial-ekonomi,
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan Belanda, dan
ketidaknetralan kebijakan keagamaan dan politik Belanda.

Selain itu, Kartosuwiryo juga membahas dimensi internasional
perjuangan Islam dan kaum Muslim untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia. Bagi dia, tidak ada pilihan lain kecuali Islam. Membaca
tulisan-tulisannya, tidak heran kalau ia dinyatakan penguasa Belanda
sebagai orang ‘fanatik agama’ yang menggunakan dan menyalahgunakan
Islam untuk tujuan politiknya sendiri.

Karenaitu, Formichi mengritik kegagalan para peneliti dalam melihat
peran ideologi Islam dalam gerakan dan perjuangan Kartosuwiryo
menggerakkan NII/DI. Hal ini terkait dengan kecenderungan dalam
kajian sejak akhir 1940 sampai 1980-an yang mengecilkan peran
ideologi Islam politik sebagai motif yang menggerakkan NII. Pada
saat yang sama kajian Islam politik pada tingkat Dunia Muslim
juga tidak memperhitungkan Indonesia; kawasan ini bahkan tidak
dimasukkan sebagai bagian utuh kajian Islam. Kalau pun dimasukkan,
ia ditempatkan pada pinggiran belaka.

Hasilnya, kajian-kajian tersebut lebih menekankan ketidakpuasan
Kartosuwiryo yang berujung dengan aksi kekerasan NII melawan
wewenang politik Republik Indonesia daripada adanya motif Islam
politik yang lebih asli (genuine). Pada saat yang sama, kajian tentang
Islam politik Kartowiryo juga tidak memperhitungkan kaitan ideologi
dan gerakan dengan pergerakan Islam politik lebih luas pada tingkat
dunia Islam; atau keterkaitan dan ketertarikan antara pemikiran dan
tindakan politik Kartosuwiryo dengan gerakan Islam yang lebih luas.

Atas dasar kerangka itu, sarjana seperti van Dijk lebih melihat
akar ‘pemberontakan’ Kartosuwiryo pada rasa kecewa komandan
militer daerah yang terkesampingkan dalam pembentukan Angkatan
Bersenjata Nasional (TNI). Munculnya gerakan NII juga dia kaitkan
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dengan meningkatkan ketidakpuasan rakyat terhadap rencana reformasi
pertanahan dan pemusatan politik Jakarta. Terakhir, Kartosuwiryo juga
dipandang sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan keislaman
memadai yang dapat memberinya mandat kuat untuk memimpin

gerakan pembentukan NII.

Dengan Allah, Untuk Allah

Sampai sekarang masih banyak salah pandangan terhadap
Kartosuwiryo dan NII, yang sering dipandang sebagai gerakan separatis
dan pemberontakan terhadap RI dengan ‘memanipulasi’ ajaran, simbol,
dan retorik Islam tertentu. Tetapi sebagaimana disimpulkan Formichi,
sikap dan kebijakan pemerintah Soekarno pada dasarnya ambigu
terhadap gerakan NII. Sejak diproklamasikan Kartosuwiryo (1905-
1962) 7 Agustus 1949, barulah pada 1953 pemerintah RI menyatakan
NII/DI sebagai musuh negara. Selanjutnya, baru pada 1958-1959,
TNI dikerahkan besar-besaran untuk menumpasnya.

Kenapa pemerintah RI relatif terlambat menanggapi Kartosuwiryo
dan NII/DI secara tegas dan keras? Hal ini terkait banyak dengan keadaan
negara-bangsa Indonesia yang masih dalam pembentukan (nation
making). Bahkan, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, RI
dalam gejolak revolusi mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan
militer Belanda yang mati-matian berusaha menguasai kembali Indonesia.

Di tengah kekalutan mendalam itu, para tokoh politik Indonesia
juga berbeda sikap dalam menyikapi Belanda; di antara mereka
yang cenderung kompromistis dengan menempuh jalur perjuangan
diplomatik pada satu pihakdengan mereka yang memilih jalan zero-
sum-game— permainan hidup mati’—pada pihak lain. Pihak terakhir
ini, paling menonjol adalah Masyumi yang menyerukan jihad melawan
Belanda. Dengan begitu, tulis Formichi, Masyumi mengislamisasi
revolusi kemerdekaan, dan pada saat yang sama juga menyebarkan
propaganda untuk pembentukan negara Islam di Indonesia.

Sikap Masyumi ini berbeda tajam dengan kelompok garis keras
di lingkungan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang juga turut
berjuang dalam revolusi kemerdekaan. PNI yang nyaris identik dengan
golongan abangan dan sekuler menolak warna dan motif Islam, tidak
hanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga
pada masa sebelumnya dalam perumusan dan kesepakatan mengenai
bentuk, dasar, dan konstitusi Indonesia merdeka (UUD 1945).
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Hasil pertarungan ideologis dan perbedaan sikap dalam menghadapi
berbagai perkembangan, baik secara internal elit politik Indonesia
maupun eksternal melawan Belanda, mengakibatkan gonjang-ganjing
politik RI. Sejak RI merdeka (Agustus 1945), kemudian atas kompromi
dengan Belanda menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat, Desember
1949), dan akhirnya kembali menjadi NKRI (Agustus 1950), membuat
jatuh bangun pemerintahan di bawah Perdana Menteri dan kabinet
hampir selalu silih berganti.

Di tengah gejolak politik yang tidak pernah stabil, saat pertama
bagi Kartosuwiryo sebagai ketua wilayah Masyumi Jawa Barat
mencapai kecepatan penuh adalah ketika Belanda melakukan serangan
ke berbagai wilayah Jawa Barat pada ] uli 1947. Ketika perlawanan
antara militer Belanda dengan pasukan Republik terjadi di berbagai
lini depan di Jawa Barat, Kartosuwiryo mengubah Masyumi di wilayah
ini menjadi gerakan perlawanan yang bertujuan membentuk negara
Islam.

Menurut Formichi, pada tahap inilah pemikiran Kartosuwiryo
tentang gerakan dan perjuangan melawan penjajahan Belanda—dan
Eropa umumnya—terkerangka dalam pemahaman bahwa hanya
‘dengan Allah dan untuk Allah’ saja Indonesia dapat mencapai
pembebasan hakiki dari penindasan fisik dan ideologis Barat. Lebih
jauh, kebebasan, kemerdekaan dan masa depan Indonesia sebagai
negara-bangsa hanya dapat terjamin jika berdasarkan Islam dan syariah.

Islam Politik versus Islam Washatiyyah

Dalam kerangka inilah, pemikiran dan gerakan Kartosuwiryo
termasuk ke dalam Islam politik (political Islam) yang menjadi gejala
umum di berbagai kawasan Dunia Muslim. Sejak akhir abad 19
sebagian besar Dunia Muslim berada di bawah telapak kaki penjajah.
Munculnya pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam sejak dari
modernisme sampai pan-Islamisme pada awal abad 20 dalam banyak
segi juga menampilkan Islam politik yang bertujuan membebaskan
kaum Muslimin dari tekanan penjajahan Barat.

Meski Kartosuwiryo juga banyak dipengaruhi gagasan Islam politik
yang bersifat trans-nasional, ia jelas bukan pendukung konsep khilafah.
Dalam konsep ini, umat Islam seluruh dunia harus bersatu di bawah
satu kesatuan politik tunggal. Sebaliknya, Kartosuwiryo menggagas NII
yang mencakup hanya sebagian wilayah Dar al-Islam, yaitu Indonesia,
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atau bahkan lebih kecil lagi, Jawa Barat, meski kemudian ia berusaha
meluaskan cakupan NII ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemikiran dan gerakan Kartosuwiryo dengan NII/DI terbukti
bertahan, terus berlanjut dewasa ini dan bisa diduga terus hidup di
masa depan. Hal ini tidak lain, karena adanya kalangan kecil di antara
kaum Muslimin Indonesia —dan juga di bagian Dunia Muslim lain—
yang memandang pentingnya kesatuan antara Islam dan negara (din wa
dawlah). Akibatlogisnya adalah negara Islam—apakah dawlah Islamiyah
atau lebih besar kbilafah Islamiyah—yang sepenuhnya menjalankan
kedaulatan Tuhan (hakimiyyah Allah) yang diejawantahkan melalui
penarapan syariah.

Masalahnya kemudian, kenapa gagasan, gerakan, perjuangan dan
percobaan pembentukan satuan politik seperti ini lazimnya gagal,
seperti terlihat dari pengalaman Kartosuwiryo dan NII? Formichi tidak
memberi jawaban atas pertanyaan ini.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, hemat saya para pengkaji
Islam politik perlu melihat corak dan tradisi Islam Indonesia yang
khas dan berbeda—yang singkatnya tepat disebut sebagai ‘Islam
washatiyyak’. Yang jelas, bertahannya—ijika tidak menguatnya Islam
Washatiyyah Indonesia membuat gagasan, gerakan dan aksi yang
berusaha membentuk ‘Negara Islam Indonesia’ menjadi tidak relevan;
dan karena itu bisa dipastikan hanyalah sia-sia belaka.

Azyumardi Azra, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: azyumardiazral@

gmail.com.
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